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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan
putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 September 1981,
umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan
Pedagang, Pendidikan SLTP, tempat kediaman
di Kabupaten Tegal., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Tegal 21 Mei 1997, umur
25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di
Kota Tegal, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 06 Desember
2022 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal, dengan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA.Tg
tanggal 06 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal
19 Juli 2022 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXXX, Kota Tegal,
dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXXXX tanggal 19 Juli 2022;
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2. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orangtua Termohon di Kota Tegal selama + 1 (satu) bulan sampai
dengan bulan Agustus tahun 2022. Pemohon dan Termohon sudah
melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum
dikaruniai anak;

3. Bahwa dari awal setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
disebabkan oleh:

3.1. Pemohon dengan Termohon pada awalnya dijodohkan oleh orangtua
dari kedua belah pihak, sehingga Termohon tidak memiliki rasa cinta
dan sayang kepada Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah
tangga;

3.2 Termohon dengan Pemohon tidak merasa nyaman, tidak merasa
bahagia, dan seperti tidak memiliki masa depan dalam menjalankan
kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 dengan
penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana
Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah
orangtua Pemohon di Kabupaten Tegal dan Termohon tetap tinggal di Kota
Tegal. Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang
sudah * 4 (empat) bulan;

5. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak
lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai sepasang suami isteri dan
tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa selama ini Pemohon sudah sangat bersabar menghadapi sikap dan
perbuatan Termohon, namun sekarang sudah tidak sanggup lagi dan memilih
mengakhiri rumah tangganya dengan bercerai di Pengadilan Agama Tegal;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Pemohon untuk
mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon atas dasar
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin
hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
permohonan cerai ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang
berlaku;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna
memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan
putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu Raji kepada Termohon (TERMOHON));

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 602/Pdt.G/2022/PA.Tg tanggal 07 Desember 2022 dan
14 Desember 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan
nasihat kepada pihak Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya dan
rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
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Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan
menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut:
A.Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama (XXXXX) NIK
XXXXX tertanggal 04-09-2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah
Kota Tegal, bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan
ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi
tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 19 Juli 2022, yang
aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kota Tegal., bermeterai
cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan
aslinya, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi

1. SAKSI 1, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, bersumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Saudara Sepupu Pemohon;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang menikah pada bulan Juli 2022 di KUA Kecamatan XXXXX Kota
Tegal,

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan
bercerai dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sampai keduanya
pisah rumah;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa setahu saksi, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, kemudian setelah sekitar 1 (satu) bulan
menikah, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi
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tidak rukun dan harmonis. Keduanya sering berselisih dan bertengkar
terus menerus;

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan
bertengkar terus menerus adalah karena rumah tangganya dengan
Termohon sudah tidak nyaman karena Termohon tidak mau hidup
bersama-sama dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar sendiri Pemohon dan
Termohon berselisih dan bertengkar. Saya mengetahuinya dari
penuturan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan
Agustus 2022 vyang lalu. Sejak Pemohon pergi meninggalkan
Termohon;

- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah
orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon tetap
tinggal di kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah rumah, Termohon tidak pernah datang menemui
Pemohon bahkan sudah tidak mempedulikan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon
sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Termohon;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasehati Pemohon
agar jangan bercerai dengan Termohon. Namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan
Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Tegal, bersumpah memberikan
keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
adalah Tetangga Pemohon;

- Bahwa Termohon bernama TERMOHON;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri
yang menikah karena dijodohkan oleh orang tua Termohon sekitar
pertengahan tahun 2022;
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- Bahwa Setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon
bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Termohon di Kota Tegal
sampai keduanya pisah rumabh;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai
anak;

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini dengan maksud akan
bercerai dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan
Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan
Agustus 2022. antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumabh;

- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah
adalah karena keduanya sering berselisih dan bertengkar terus
menerus;

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau ikut
tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar mulut, saksi mengetahuinya dari Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, setelah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah
orang tua Pemohon di Kabupaten Tegal. Sedangkan Termohon tetap
tinggal di rumah orang tua Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah, Termohon dan Pemohon tidak pernah
bertemu dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon sudah tidak
pernah berkomunikasi dengan Termohon;

- Bahwa setahu saksi, selama berpisah rumah Pemohon tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Termohon;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan dan mendamaikan
rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi serahkan sepenuhnya

kepada Hakim;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti
lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala
hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap
sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, baha pada setiap persidangan antara Pemohon dan
Termohon telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam
persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 130 HIR serta Pasal
131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya
secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun
dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun sejak awal menikah
rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, antara
Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya karena:

1. Pemohon dengan Termohon pada awalnya dijodohkan oleh orangtua dari
kedua belah pihak, sehingga Termohon tidak memiliki rasa cinta dan sayang
kepada Pemohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

2. Termohon dengan Pemohon tidak merasa nyaman, tidak merasa bahagia,
dan seperti tidak memiliki masa depan dalam menjalankan kehidupan rumah
tangga;

akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon

berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2022 sampai sekarang sudah + 4

(empat) bulan, dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, atas dasar hal tersebut Pemohon

ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk
diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan,
maka Termohon telah tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan
Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim
berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil

permohonannya;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 602/Pdt.G/2022/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada
alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam
hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang
mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar
berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah
mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya
telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua
orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpabh;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang
aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang
meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status
perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Pemohon
tercatat sebagai penduduk Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal
dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang
mana tempat tinggal Pemohon bukan merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan
Agama Tegal, namun karena perkara ini adalah cerai talak yang semestinya
diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon
sedangkan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Tegal,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Tegal
berwenang untuk mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Juli 2022, yang dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kota Tegal,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Pemohon dan
Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga
Pemohon telah mempunyai legal standing dalam mengajukan Permohonan ini,
serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tentang
keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah,
adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan
mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah
namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, tetapi
kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan
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pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak mau hidup
bersama-sama dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan
Agustus 2022 yang lalu atau sekitar 4 (empat) bulan sampai sekarang;

- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta
keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Hakim telah dapat menemukan
fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak 19
Juli 2022, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau
hidup bersama-sama dengan Pemohon;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus-menerus,
Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak dari 4 (empat)
bulan sampai sekarang;

- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim
berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan
komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya,
dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran
sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah
tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Pemohon dan
Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan
sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha
untuk menasehati Pemohon, demikian pula keluarga dan/atau orang dekat
kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak
berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim
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berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan
untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa
dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga
sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak
tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21
yang artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan
untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti
sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, dan
Termohon, sehingga oleh karenanya Hakim berpandapat bahwa rumah tangga
Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan
perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang
sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah
sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya,
maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fighiyah yang
berbunyi:

baall la Ao adba autdal) ¢ o
Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik
kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa perlu mengemukakan dalil dalam surat Al-Bagarah
ayat 227 yang artinya berbunyi sebagai berikut:
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Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka
sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;
Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah

beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu terhadap
Termohon, sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dapat
dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang
perkawinan, dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum

lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
thalak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang
Pengadilan Agama Tegal;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan pada sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama
Tegal, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Nofia
Mutiasari, S.Ad., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu
oleh Muchtarom, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Nofia Mutiasari, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Muchtarom, S.H.
Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
Biaya Proses : Rp 75.000,-
Biaya Pemanggilan . Rp 325.000,00,-
PNBP : Rp 20.000,-
Biaya Redaksi . Rp 10.000,-
Biaya Meterai . Rp 10.000,-
Jumlah : Rp 470.000,00,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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